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A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan industri di era globalisasi menuntut para pengusaha harus

siap dengan kekuatan finansial (modal) yang kuat agar mampu bersaing dengan
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dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan
nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan strategis ini telah secara tegas
dinyatakan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggariskan bahwa

perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

! Annisa Amalia, dkk, 2016, Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal
Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbata, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm. 2



dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Teguh Pugdjo Mulyono, ia mengatakan bahwa perbankan sebagai lembaga
keuangan mempunyai peran yang strategis dalam kegiatan perekonomian melalui
kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan
bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah

bagi perumusan kebijakan pemetintabedibidang moneter dan keuangan dalam

mendukung § dapat menjadi

tempat penythipanan dana yang amangtempat yang diharapkandapat melakukan

kegiatan pe élmbiayaan dendi kelancaran dunia usaha'dan perdagangan.?

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari

kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pé¢mbiayaan kepada

bank. Pembigyaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang

atau pinjamdn yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi keébdtuhan dana atau

akukan p &(4
T

finansial da

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-
prinsip perbankan (prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu
hukum berupa safe dan sound. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum
adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan

fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.®

2 Teguh Pudjo Mulyono, 2007, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE,
Yogyakarta, him. 56
8 Ibid, hlm. 57



Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
disebutkan bahwa, bank bank umum dapat melaksanakan usaha yang meliputi
penghipunan dana, pemberian kredit, menjual, dan membeli surat-surat,

memindahkan uang, memindahkan uang, menempatkan dana pada bank lain,

peraturan-pe

Kegia

melalui pembgrian kredit. Secara etimologis istilah kredit begasal dari bahasa

Romawi “crédere” yang berarti percara atau “credo” atau “creditum’ yang berarti

saya percayal Totok Budisantoso ‘dan Nuritomo mengartilf , kredit adalah
penyediaan ang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan fatau kesepakatan

pinjam mern

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4 Btty Mulyati, 2016, Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil
dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

% Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat,
Jakarta, hlm. 133



Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur didasarkan atas kepercayaan
dari kreditur bahwasannya debitur akan membayar/mengembalikan pinjaman
tersebut pada waktu yang sudah disepakati atau bersungguh-sungguh diterima
Kembali pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.® Faktor utama
yang menjadi pertimbangan bagi kreditur ialah kemauan dari debitur untuk

mengembalikan hutangnya tersebut. Tanpa adanya kepercayaan, niscaya kreditur

Pelaks i 1L d i déngan perjanjian
kredit. Sube p ah se i§tiwa yang mana

dalam perist i U \ 1ada hukum lainnya,

atau bisa jugs j ) i janji k melaksanakan

merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya terdapat kesepakatan-
kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan

pemberian kredit, dan pada umumnya perjanjian kredit, selain terdapat jaminan

® Hermansyah, 2012, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Gorup, Jakarta,
hlm. 58

" Sutan Remi Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, him. 2

8 Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, him. 26



berupa barang maupun benda yang dapat dinilai dengan uang, juga diikuti dengan
perjanjian perseorangan (penanggungan).’

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari resiko kredit
macet, bahkan wanprestasi oleh debitur. Karenanya bank dalam menyalurkan
kredit kepada nasabah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yakni adanya

keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar

hutangnya.

TONIVERSITAS ANDAT
Prinsip Mamr di dalariT™Pasa -Undang No. 7
Tahun 1992 eTltang Perbankan, yafig menyebutkan: Perbankahl Indonesia dalam
melakukan sLahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengdn menggunakan
prinsip kehatizhatian. Kemudian di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N@. 7 Tahun 1992
tentang Perbahkan disebutkan bahwa bank wajib memelihara fingkat kesehatan

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas,

usaha bank, dan

ri-Bank, maka debitur

diharuskan memberikan jaminan guna kepentingan perbankan manakala terjadi
kondisi dimana debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya (kredit macet).
Jaminan kredit merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, mudah untuk
divangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk membayar hutang dari

debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.*

® Nurman Hidayat, 2014, Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit, Jurnal
Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 2, hlm. 2

10 Adrian Alexander, 2017, Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, Jan-Feb, hlm. 56
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Jaminan yang diberikan oleh debitur harus dibuatkan perjanjian antara
kreditur dan debitur yang biasanya disebut dengan pengikatan jaminan. Bentuk
pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah
benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan
menentukan bentuk pengikatan. Semua perjanjian pengikatan bersifat accesoir,

artinya perjanjian pengikatan jaminan keberadaannya tergantung pada perjanjian

11

pokok, yakni perjanjian kredi

perorangan). i ] ¢ ” dalam artian

memberikanha : > empunyai sifat
melekat dar ikuti ' ara itu jaminan

endahului atas

benda-bendal t ake i Kayaan seseorang
lewat orang ya
1. Jaminan
berupa barang baik bn tidak bergerak yang khusus
diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila
dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Barang-
barang yang dijaminkan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang
tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur.

Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki

1 Ibid
12 Salim HS, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Rajagrafindo, Jakarta,
hlm. 23



oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan
hak milik atas suatu barang.!® Jaminan kebendaan dapat dilakukan
pembebanan dengan:
a. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pengikatan jaminan kredit terhadap benda-benda bergerak

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

13 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Kencana, Jakarta, hlm. 59
14 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan Kredit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51



memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemerinta fidusia

terhadap kreditor lainnya.

. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata.
Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, Gadai adalah suatu hak yang

diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang

memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan

ang=iter-dengan=mendahului kreditur-kreditur lain,
ERSITAS ANDA AQ =

Dldya penjuald evagdl PClaksd

piutangnya dan ba

pan putusan atas
aya penyelamatan

al gadai dan yang

II KUHPerdata,

atas barang tak

perikatan.

hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada ha katas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,



yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain.
2. Jaminan perorangan
Jaminan perseorangan (personal guarantee) diatur di dalam Buku III
bab XVII mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak yang dilahirkan merupakan hak
yang bersifat relatif, yaknj hak-yang.ha a bisa dipertahankan terhadap orang

ERSITASANDAT

1all.

an oleh debitor

grsebut  bersedia

"
dalam perjanjian, cakap untuk memenuhi
perjanjiannya, dan bertempat tinggal di Indonesia.

Sebagai penjamin, maka personal guarantee diberikan hak-hak khusus

yang diatur di dalam Pasal KUHPerdata secara terperinci. Adapun hak-hak

tersebut adalah sebagai berikut:

15 Trisadini Prasatina Usanti dan Leonora Bakarbessy, 2014, Buku Referensi Hukum
Perbankan: Hukum Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya, him. 16
16 M. Yahya Harahap, 1982, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 315



a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi
terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup
untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin
yang dieksekusi.

b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung
menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah

mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara

ama-sama debitur

untuk tanggung

50 KUHPerdata).

dsan yang dapat

beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur
dan hutang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk
seluruh hutang. Artinya, penjamin bertanggung jawab untuk menjamin
seluruh hutang (Pasal 1836 KUHPerdata). Namun undang-undang
memberikan hak kepada penjamin meminta kepada kreditur untuk

membagi besarnya bagian masing-masing piutang yang dijamin oleh
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penjamin (Pasal 1837 KUHPerdata). Hak ini harus diajukan pertama kali
pada saat penjamin menjawab tuntutan kreditur.
e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin.
Seorang penjamin berhak minta kepada kreditur untuk
diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang
penjamin jika ada alasan untuk itu. Alasan yang bisa digunakan sebagai

dasar hukum meminta_dibeshentikan atau dibebaskan dari kedudukan

rSebut telah hapus

hak tanggungan

menghilangkan

annD i /l jaminan-jaminan
tangyde hing 1% :r hutang debitur,

e mishukum, menggant fkan iis@ aél'- (subrogasi) tidak
~< D >

memperoelh jaminan hip@ anggungan dan jaminan lainnya (Pasal

1848 KUHPerdata).!’
Berdasarkan personal guarantee tersebut, maka ketika debitor lalai
dalam melaksanakan kewajibannya, kreditor dapat menempuh upaya lainnya,
yakni dengan menuntut pelunasan kepada penjamin perorangan (guarantor).

Apabila debitor dan guarantor tidak pula memenuhi kewajibannya, maka

17 Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm. 239-
240
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kreditur dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada
debitur dan juga guarantor ke pengadilan. Dan apabila debtor dan guarantor
memiliki hutang kepada dua kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh
tempo, maka kreditor dapat mengajukan upaya permohonan kepailitan kepada
pengadilan niaga, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Salah satu kasus penjamin perorangan (personal guarantee) yang

apat di dalam Putusan No.

Tbk. berkedudukan sebagai Termohon Kasasiidahulu Pemohon P

PT. Casa Bellda Indonesia sebagai Turut Termohon Kasasi dahul

I (Debitur), dah Mario Leo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Teérinohon PKPU II.
Termohon PKPU I merupkan debitur pada Pemohon PK

kredit sebesarRp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) yang digjiikan berdasarkan

melalui SPK tanggal 10 Desember 2007 No.S.2007.0996/DIR4-CR3/JUA,

Pemohon PKPU telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada
Termohon PKPU I sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) dalam bentuk:
1. Fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) Badan usaha,

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
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2. Fasilitas kredit dalam bentuk Pinajaman Promes Berulang (Demand Loan)
(PBB) — dengan Sub Limit Letter of Credit (L/C), sebesar Rp.
15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Kemudian perjanjian tersebut dituangkan di dalam 2 (dua) akta perjanjian kredit,

yakni:

1. Akta Nomor 20 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Badan
Usaha (PT BII, Tbk - PT Casa Bella Indonesia) tanggal 17 Desember 2007,

sampai jumlah setinggistinggirya=sebesai=Rp.5.000.000.000,- (lima miliar

setinggi-tingginya

dyaran utang oleh

PKPU 1 telah

1. FixedAs .
V Indah, %%m ‘ -
O,

S
Tanggungan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atas Sertifikat Hak Guna

dengan Nilai Hak

Bangunan Nomor 1559 terdaftar atas nama Leo Joseph (Lampiran 8) dan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1560 terdaftar atas nama Leo Chandra.
2. Piutang Dagang, senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang
dijaminkan secara Fidusia, sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 22
tanggal 17 Desember 2007 serta Sertifikat Jaminan Fidusia dan Salinan Buku

Daftar Fidusia Nomor W7 — 000819 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 21
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Januari 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Fidusia No. W7 - 000819
HT.04.06.TH.2008/STD").

3. Persediaan Barang Dagangan (Inventory), senilai Rp.21.000.000.000,- (dua
puluh satu miliar Rupiah) yang dijaminkan secara Fidusia, sebagaimana Akta
Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 17 Desember 2007 (selanjutnya disebut
sebagai "Akta Fidusia No. 23") serta Sertifikat Jaminan Fidusia dan Salinan
Buku Daftar Fidusia Nomor W7 - 000820 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 21

Januari 2008 (selanj

000820
4. Pemberig i i rantee) maupun

Penangg ‘ sebagaimana Akta

sebagai '

Dala aannya tidak mampu

membayar *hingga dilakukan

beberapa k

CEDJADJA
pembayaran hutang képag Loho m akk

panjangan waktu

Maret 2010.

Meskipun telah diperpanjang, akan tetapi Termohon PKPU I tetap tidak
melunasi hutangnya sehingga Pemohon PKPU menyampaikan Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali. Namun Termohon PKPU I tidak menanggapi Surat
Peringatan tersebut. Dengan tidak dilunasinya hutang tersebut, maka Pemohon

PKPU telah mengajukan Gugatan terhadap Termohon PKPU I sampai pada
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Tingkat Kasasi yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim melalui
Putusan Nomor 44 1K/Pdt.Sus/2012.

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui pula bahwa penjamin perorangan
(personal guarantee) telah melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, akan
tetapi pelepasan hak istimewa tersebut hanya terhadap hartanya bukan

menggantikan kedudukan Termohon I PKPU sebagai debitur yang memiliki

ogarantor memiliki

ewa sebagaimana diatur di_dalam Pasal 18498dan Pasal 1850

KUHPerdata Lrang terdiri dari: hak untuk menuntut terlebih daliulu (voorrecht van

uitwinning), fhak untuk membagi hutang (voorrecgr van schuldsplitsing), hak
untuk mengdjukan tangkisan gugatan dan hak untuk diberhentikan dari

penanggungan karena melakukan subrogasi akibat perbuatan k€salahan kreditur.

Sehingga dehgan ini penjamin baru muncul kewajibannya setélah harta debitur
dibereskan.*?
guarantee) ta
Undang-Undang~Kef
istimewa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis penulis tertarik
untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis

Yuridis Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam

Kepailitan Debitur (Studi Pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012)”

18 Reny Agustini, 2021, Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan Yang Melepaskan
Hak Istimewa dan Dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi
Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2,
Desember 2021, hlm. 190
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Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam
skripsi ini adalah:
1. Bagaiamana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penolakan gugatan atas
personal guarantee yang melepaskan hak istimewa?
2. Bagaimanakah akibat hukum personal guarantee yang melepaskan hak
Istimewa dalam kepailitan debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012?

Tujuan Penelitian

ada Putusan No.

ca pengembangan

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi
peneliti-peneliti  selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait
tanggungjawab Personal Guarantee.

€. Menambah referensi.
2. Secara praktis
a. Menjadi sumber rujukan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan

bagi hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara.
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b. Bagi pihak yang melakukan perjanjian, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadikan rujukan terkait bentuk tanggungjawab Personal
Guarantee dalam perjanjian hutang piutan.

C. Sebagai referensi.

d. Bagi hakim, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan
dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

E. Metode Penelitian

atif yang bersifat
deskripti iti S n penelitia endeskripsikan
fmengenai fakta,

sifat dar [ : g diteliti sambal

afi suatu hal dan
“l tentang analisis
dalam penyelesaian

kreditbe: asalah pa an.N0:.441K/Pdt.Sus/2012 :

Shefitian hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu
penelitian hukum yang mempergunakan data skunder.
b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu

penelitian hukum yang mempergunakan data primer.2

19 Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63
20 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hlm. 10
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
Pustaka atau bahan hukum sekunder.?! Sedangkan Peter Mahmud Marzuki
menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan sebagai suatu proses
untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

hukum yang dihadapi.??

Sifat Pe
Pe rsifat deskriptif.
Penelitia; actual dan akurat

gkan Hak Istimewa

Putusan  No.

N

en-dokumen hukum, yang bersumber

e

dalam bentuk buku-buku atau“d
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data
sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka,

terdiri darti :

hlm. 13

21 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Jakarta,

22 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 35
18



Bahan hukum primer terdiri:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¢. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

d. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No.48=Fa
ERSI

aftansHukun % pakan-bahan hukum pelengkap

atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

a. Ensiklopedia.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

c. Kamus Hukum.

. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yang lengkap dan

menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum
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yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (library research), yaitu
pengumpulan bahan hukum dari berbagai bahan hukum: primer, sekunder,
maupun tersier yang berkaitan dengan analisis yuridis personal guarantee yang
melepaskan hak istimewa dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Putusan
No. 441K/Pdt.Sus/2012.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data
ka data tersebut
akata yang telah
dengan proses
dan memastikan
sehingga dapat
b.

a| kualitatif untuk
Analisis kualitatif
dilakukan <bérdagarkanesperaturan pe fang-undangansyang berlaku dan
pendapat para ahli. AnalisiS*kueltattd™tidak digunakan untuk menjelaskan
sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut.?*Selanjutnya data

yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

23 Burhan Bungin (ed), 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada
Jakarta, hlm. 54
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